SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 251 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 175 TAHUN 2015
TENTANG PENGENAAN KOMPENSASI TERHADAP PELAMPAUAN

NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015

telah diatur mengenai Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan
Nilai Koefisien Lantai Bangunan,

. bahwa untuk memberikan kepastian serta keefektifan dalam

pelaksanaan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan nilai
koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur
dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun
2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan
Nilai Koefisien Lantai Bangunan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria,

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;



6. Undang-undang Nomor 20 Taliun 20 COOLLeni Ly, Ittt i 3uotan,

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 fentang
Bangunan Gedung;

10. Peraturan Pemecrintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Nasional:

11. Peraturan  Pemerintalh Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelengearaan Penataan Ruang:

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Jakarta, Bogor. Depok. Tangerang., Bekasi,
Puncak, Cianjur;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007
tentang Pedoman Umum Rencana  Tata  Bangunan  «an
Lingkungan;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan
clan Permukiman di Daerah;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/200%9
tentang Pedoman Penyvusunan Rencana Tnta Ruang Wilavah
Provinsi;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/201 ]
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Dacralh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung;

18. Pcraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2012 tenfang Rencana Tata
Ruang Wilayah 2030;

19. Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana,
Aarana dan Utilitas Lhmam;

20. Peraturan Dacrall Nomor 1 Tahuan 2014 tentange Renentis [eron

Tato Buane odon Peroturan Zonasi;

21. Peraturan Daecrah Nomor 12 Tahnn 2014 rentang Orgaresa
Perringloar Racreh;

22, Peraturan  Guhernur Nomor 27 Tahun 2000 pentami
Pembangunan Rumah Susun Sedorhann;



Menetapkan

23. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 entang
Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien
Lantai Bangunan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 175 TAHUN 2015 TENTANG PENGENAAN
KOMPENSASI TERHADAP PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LANTAI
BANGUNAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan cdalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun
2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai
Koefisien Lantai Bangunan diubah sebagai herikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sechingga herbunyvi sebiagin
berikut :

(1) Kompensasi terhadap pelampauan KLB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 avat (2) ditetapkan calam bentuk penvediaan
fasilitas publik antara lain :

a. penyediaan lahan dan/atau membangun RTH publik:

b. penvediaan lahan dan/atau membangun rnumah susun sewd,
c. penyediaan dan/atau membangun waduk atau situ;

d. penyediaan prasarana dan sarana kota;

e. penyediaan bus angkutan umum,

. penvediaan fasilitas penveberangan orang;

g. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan
kaki yvang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atan
h. penvediaan jahu sepeda vang terintegrasi dengan analaitan

umuni, "

(2) Penyediaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus berada dalam wilavah Provinsi DKI Jakarta yang
memiliki nilai manfaat dan produktivitas yang optimal untuk
kepentingan DKI Jakarta, serta mampu berkontribusi sccara
nyata paca penyelesaian masalah-masalah DKT Jakarua,

(3) Rumah susun sewa vang akan diserahkan Kkepade
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1
huruf b, harus memenuhi ketentuan khusus untuk rumal
susun sewa sesual dalam Pasal 632 Peraturan Dacral
Nomor 1 Tahun 2014 tentimge Rencana Detail Tats Koane
dan Peraturan Zaonnusi,

(4) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksucl pada avat (1) sesia
prioritas Pemerintah Dacrah harus diserahkan kepemilikannve
kepada Pemerintah Dacrah untule menjaci asel.
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2. Ketentuan Pasal 5 ciubal, SCHEW DUy 1 s baaad oo
Pasal 5

Selain  kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
f:likenakan kompensasi tambahan dalam bentuk penyediaan
Jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dengan
lebar minimal § (lima) meter, serta tidak diperhitungkan dalam
nilai kesetaraan kompensasi vang ditetaplkan.

3. Ketentuan ayat (2) hurul b Pasal 6 diubah, sehingga berbunvi
sebagai berikut :

Pasil 6

(1) Penyediaan fasilitas publik sebagai bentuk kompensasi terhadap
pelampauan KLB harus memenuhi ketentuan sebagai berilat

a. memenuhi kemampuan dava dukung tanah dan geologi/

batuan;

bukan merupakan bangunan pemugaran/cagar buclayvi;,

tidak melanggar peraturan zonasi vang ditetapkan dalam

hal pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan

ruangnya,

d. tidak menyebabkan berkurangnya KDH minimal;

e. mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas infrastrukiur
dan utilitas umum vang mendukungnya;

oo

. mempertimbangkan standar kebutnhan prasarana dan
sarana kepentingan umum; dan
g. peruntukan lahan ci luar hijau lindung cdan hijau binaan,

(2) Permohonan izin pelampauan KLB harus melampirkan
persyaratan paling kurang sebagai herilout :

a. Persyaratan administrasi

1. fotokopi Kartu Tanda Pendudul (KTP) pemohon vang
masih berlaku;

2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. fotokopi akta pendirian badan hukum bagi pemohon
berbadan hukum;

4, fotokopi surat bukti kepemilikan lahan yang dilegolisii
notaris;

5. surat pernvataan dar instansi pemerintah untuk lalar
milik pemerintah;

6. fotokopi tanda bukti lunas PBB lahan vang dimohor
tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sehelumnyvag

7. gambar arsitelktur bangunan;

8. fotokopi dokumen perizinan vang pernah dierbitkar
(apabila diperlukan); dan

9. pernvataan  kesanggupan menverahkan  kompensas

vang dirvaraken seeapn netarin! o
B, CErsvaratar Lilne

1. kajian dampak lingkungan vang telah mendapa
rekomendasi dari instansi terkait;
ckajian dampak lalu lintas vang telah mendapa
rekomendasi dar instans) terkail;

b
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4. kajian teknis lainnya vang diperlalkan.

4. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan avat (7) Pasal 7 diubah, schingaa
berbunyi sebagai berikut ;

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

™=

Pasal 7

Pemohon dalam mengajukan permohonan pelampauan KLIB
kepada Gubernur disertai denean usulan bentule kKompensisi.

Bentuk kompensasi pelampauan KLB vang diserahkan kepaca
Pemerintah Daerah harus sesuai ketentuan sehagaimana
dimalksud calam Pasal €4 avat (1).

Perhitungan terhadap nilai kesetaraan usulan kompensasi
pelampauvan KLB dilakukan oleh SKPD terkait.

Apabila bentuk kompensasi berupa lahan maka perhitungannya
didasarkan pada NJOP lahan vang diusulkan sebngai
kompensasi.

Usulan bentuk kompensasi dan perhitungannva diajukan
dalam forum BKPRD untuk memperoleh keputusan dari
Gubernur mengenai Persetujuan Prinsip Pelampauan KL,

Hasil keputusan atas Persetujuan Prinsip Pelampauan KLI3
sebagaimana dimaksud pada avat (5) dikoordinasikan olch
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Dacrah Provingi Daerah Khusus [hukota Jalkartn,

Persetujuan Prinsip Pelampauan KLB sebagaimana cdimalksuc
pada ayat (6) dapat diproses dan diterbitkan apabila beniuk
kompensasi pelampauan KLB telah disetujui dan dituangkan
dalam Perjanjinn Pemenuhan Kewajiban vang dibuat scearn
notarial alta.

. Ketentuan avat (1) hurul b Pasal 8 diubah, schingga berlnimyi

sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Perhitungan peneenaan kompensasi terhadap pelampavar

KL gsohagai hervikao

A, Besurnyn kompensast vane diperoleh dibttone herdasarkar
Famus
i
s l ~ T ;\-J:!r )I"

|'\’|...j‘~!;‘_:n: 7

I\:g—rq\g‘;:luisl:l :

Ix = Nilai Komponsani (Ry)

i Indelkes

L. = pPesatan luas lamad Bangunan v
dilampaui (m-)

KLBususi = Nilai Koelisien Lantar Bangunan scsua
dengan  Rencana Rota vang ditetaplkan

NIODP = Nilni Jual Oljek Pajek Iabhan vang ok

cHbergn (M)
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b./\pabila pada lahen yveaury IS Cretd LGl U IIgIetI O eor Wlotjoeit
beberapa nilai NJOP, maka penentuan nilai kesetaraan
kompensasi dihitung dori NJOP rata-rata

c. Rumus menghitung NJOP rata-rata schagaimana cdimalesucl
pada hurul b sebagai berilkuat :

NJOPg = (NJOP1 x LP1) + (NJOPz2x LP2) + ... + (NJOPn x LPn)
(LPy+ LPy 4.+ LPa)

Kelerangan :

NJOPr = NilaiJual Objek Pajak Rata-Rata (Rp)
NJOP, = Nilai Jual Objek Pajak ke n (Rp)
LPy = Luas lahan yang discrahkan/pengeanti (m”) ke n

(2) Indeks (I) sebagaimana dimaksud pacda avat (1) hurul a,

diperoleh herdasarkan pertimbangan PSL, proporsit antara
kompensasi untuk Pemerintah Daerah dengan keuntungan
untuk developer, NJOP dan karalteristilk pengmembanoann
kawasan.

Indeks sebagaimana dimaksud pada avat (2) dijabarkan pel
lokasi kawasan vang dimungkinkan untuk pelampauan KLE
dengan kompensasi, meliputi

g Indeks 0.6

1. Kawasan Sentra Primer Timur; dan
2. Kawasan KEK Marunda.

I. Indeks 0.8

. Kawasan Tanjung Priok:

. Kawasan Senen;

Kawasan Manggarat;

. Kawasan Mangzega Dua;

. Kawasan Harmoni,

. Kawasan Kampung Bandan;

. Kawasan Wachuk Ria Rio dan Pulomas;
Kawasan Glodok;

. Kawasan Stasiun Cawang, dan
 Kawasan Grogol.

B —

s

DDLU

—_—

neleles 1.0

1. Kawasan Jalincgara;

2. Kawasan Scntra Primer Barat,

3. Kawnsan Bandar Baru Kemaynran; dan
4. TAM Center,

i

il Tndeiss 1.

1 [vawasan Mok M

2. Nawasan MET Fatmawaty;

3. Kawasan Relapa Gading:

3. Kawasan TOD Sudirman-Thamrin,
3, Kawannn MRET Lebnolk Bulue; cdan

0, Kinwsiaoa B Tompuvie e



c¢. Indceks 1.4 :

1. Kawasan Tanah Abang & Kawasan Segitiga  Emas
Setiabudi; dan
2. Kawasan UDGL & Masterplan di Sekitar Tanah Abang,

[. Indeks 1.8 :
Kawasan Sentra Primer Tanah Abang,

(4) Besaran kompensasi yang dihitung dengan  rumusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran
minimum nilai kompensasi vang harus dilaksanakan.

(5) Peta Indeks sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Guhernur ini.

6. Ketentuan ayvat (2) Pasal 10 dinbah, schingga berbunvi schagni
berikut :

Pasal 10

(1) Terhadap permohonan pemanfaatan ruang untuk pembangunan
rumah susun sewa baik dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD diberikan pelampauan
KLB tanpa dikenakan kompensasi.

(2) Terhadap pembangunan kantor pemerintahan pada lahan-
lahan milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Dacrah
yvang tidak dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, swiista

dan/atau perorangan tidak dikenakan kompensasi pelampauan

nilai KLB.

7. Ketentuan Pasal 11 diuhah, schingga berbunyi sebhagai herilnt ¢
Pasal 11

Untuk pelampauvan KLB pada Sub Zona Prasarana Pendidikan (S.1]
yang lokasinva berada pada Zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)
bonus dengan kocle a schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1)
ticlak dikenakan kompensasi dengan ketentuan penggunaan sckolal
harus menerima 60% (enam puluh persenj pelajar dari masvaraka
berpenghasilan rendah dan harus terlebih dahulu mendapatkar
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provins: DKT Jakarta,

Pasnl 12

Untuk pelampauan KLB pada Sub Zona Prasarana Kesehatan (8.2
vang berada pada lokasi Zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ
bonus dengan kode a schagaimana cdimaksud dalam Pasal 3 avai (1)
tidak dikenakan kompensasi dengan ketentuan penggunaan rumal
sakit harus menvediakan minimal 60 "o (enam puluh persen
unit kamar kelas III dari total kapasitas kamar sesuai dengar
tarif peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS
Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan harus
terlebih dahulu mendapatkan relcomendasy dari Dinas Keselotoe
Provinai DRI Jalr,
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9. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 17
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

a. Keputusan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 tentang
Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; dan

b. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Insentif
Pemanfaatan Ruang Berupa Perhitungan Intensitas Ruang
Berdasarkan Daerah Kepemilikan Lahan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
[IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 63007

\ ﬁ"%‘( SUS IBUKOTA JAKARTA,

ﬂ*f
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